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AKIBAT HUKI.]M ATAS KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
SEBAGAI PIHAK PEMOHON PAILIT TERHADAP

PERUSAHAANASURANSI

CIeh:
AntoniusSuhadiAR

Abstrak:
Karya tulis yang berjudul "Akibat Hukum atas Kewenangan Menteri Keuangan sebagai

Pihak Pemohon Pailit terhadap Perusahaan Asuransi" akan menguraikan dan
menganalisis ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang

menyatakan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi,.

dana pensiun, atau Badan llsaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan
publik, permohanan pernyataan pailit dapat diaiukan oleh Menteri Keuangan.
Ketentuan ini kontradiktif dengan penjelasannya yang intinya menjelaskan balwa
pengajuan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusalman reasurnnsi
sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan.
Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah bagaintana akibat hukum atas
kewenangart Menteri Keuangan sebagai pihak pemohon pailitnya terhadap
perusahaan asuransi. Kesimpulan: adanya kewenangart tunggal dttri Menteri
Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi
menutup hak debitun kreditur dan jaksa penutttut umum untuk mengaiukan pailit
sebagaimana yang ditentuan pada Pasal 2 ayat (l) dan ayat (2) Undang-Undang No.

37 Tahun 2004. Akibat hukum lainnya adalah kentungkinan untuk memailitkan
perusahaan asuransi s(urgat sulit karena dantpaknya sangat luas.

Kata-kata kunci: Menteri Keuangan, Pailit, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi,

A. Pendahuluan

Kepailitan adalah suatu lembaga di dalam hukum perdata yang bernrjuan

untuk merealisir dua ketentuan pokok yang tercantum di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1131 dan ll32.t Menurut ketentuan Pasal

1131 KUllPerdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun

tak bergerak, baik sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perceorangan.

I Siti Sumarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penunclaan
Pentbayaran.hlm.l
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Berdasarkan Pasal 1132 KuHPerdata kebendaan tersebut menjadi
jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya,
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu
menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua ketentuan tersebut adalah merupakan ketentuan yang
memberikan jaminan kepada para Kreditor atas piutang-piutangnya terhadap
Debitor. Dalam hubungan antara Kreditor atau Debitor dalam suatu pe{anjian
bisnis bukan tidak mungkin Debitor berada di dalam ketidakmampuan untuk
membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. 2

Akibat dari ketidakmampuan dari Debitor untuk membayar hutangnya
tersebut tentunya akan merugikan bagi para Kreditornya. Terhadap
ketidakmampuan dari Debitor tersebut dapat dimohonkan kepada Pengadilan
Niaga agar Debitor dipailitkan. Debitor dalam keadaan pailit ini semua hartanya
sebagaimana yag ditentukan di dalam Pasal l3l I KUHPerdata akan dilelang
untuk memenuhi piutang-piutang pma Kreditor. Thta cara permohonan penjatuhan
pailit bagi Debitor ini diatur secara kronologi di dalam Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Menurut ketentuan Pasal2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun
2M,Debitoryang mempunyai dua atau lebih Kreditordan tidakmembayar
lunas sedikimya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan
pailit dengan putusan pengandilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih Kreditornya. Menurut ayatke-Z permohonan
tersebut dapatjuga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum (dalam
hal Debitor adalah bank, menurut ayat keti ga, permohonan pailit hanya dapat
diajukan oleh Bank Indonesia). Hal ini berbeda apabila kbitornya perusahaan
efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan
penyelesaian, menurut ayat (4) permohonan pernyataan pailit hanya dapat
diajukan oleh Badan Pengawas PasarModal. Akan tetapi lain halnya apabila
Debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun,
atau Badan usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik,
menurut ayat (5) permohonan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Kata "dapat" yang tercantum dalam ayat(5) ini secara etimologis
mengandung sifat kesukarelaan, jadi tidak hanya oleh Menteri Keuangan, akan
tetapi apabila kita membaca penjelasan Pasal 2 ayat(5) bertolak belakang.
Menurut penjelasan dari ayat (5) bahwa kewenangan untuk mengajukan

2 AhmadYani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri Huh.mt Bisnis Kepilrran, penerbit

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. I l.
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permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan
reasuransi sepenuhnya ada fada Menteri Keuangan.

Akibat dari penjelasan dari ayat (5) dari Pasal 2 Undang-Undang No.
37 Thhun 2004 apabila dihubungkan rumusan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang
No. 37 Tahun 2004 tidak kcnsisten maka akan ada akibat hukumnya. Bertitik
tolak dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun karya
tulis dengan judul "AftiDat Hukum Atas Kewenangan Menteri Keuangan
Sebagai Pihak Pemohon Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi".

PenrmusanlVlasalah
Dari uraian latarbelakang di atas, penulis benrsatra untuk merumuskan

suatu permasalahan: Apa akibat hukum atas kewerrangan menteri keuangan
sebagai pihak pemohon pailit terhadap perusatraan asuransi?

B. Pembalrasan
IGpailitan adalatr suatu lembaga di dalam hukum perdata yang bertujuan

untuk merrealisirdua ketentuan pokok yang tercantum di dalam KUHPerdata
yakni Pasal I I 3 I dan Pasal I 132.3 Dalam Ensiklopedia Keuangan disebutkan
bahwa yang dirnaksudkan dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah
seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivanya
atau warisannya telah dipenrntukkan untuk nrmbayrhutang-hutangnyaa secara
tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.s

Dalam Black's Law Dictionary, pengertian pailit dihubungkan dengan
"ketidakmampuan mtuk membayat'' dmi seorang Debitoratas hutang'hutan$r.
yang telatr jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut hanrs disertai dengan suatu
tindakan yang nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela
oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak keti ga (diluar Debitor),
suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.6

Secara ywidis formal pengertian kepailitan dinrmuskan di dalam pasal

I ayat (l) Undang-Undang No. 37 Thhun 2M,kepailitan adalah sita umum
atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusnya dan pemberesannya
dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan llakim Pengawas; sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini.

3 Siti Sumanti Hartono, Loc.cr't ::'

a Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam -Teori dan praktek, penerbit Ft
Citra Aditya Bakti, Bandung,2002, hal, 8.

5 Ahmad Yani dan Gunawan W idjaja, Loc. c it.
6lbid,hal.12.
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P'ihak-Pihak yang Berhubungan dengan Kepailitan
PihakKreditor
PihakDebitor
PihakKurator
Perrgadilan

HakimPengawas

Panitia Kreditor-Kreditor

Ad.l. PihakKreditor
Menurut Pasal I ayat (2) Undang-Undang No. 37 Thhun zA0/.,
Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian

atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

Ad2. PihakDebitor
Menunrt Pasal I ayat (3) Undnag-Undang No. 37 Tahun 2C/|/,,

Debitor adalatr orang yang memptmyai utang kanena perjanjian atau

undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimtrka pengadilan

Ad.3. PihakKurator
Menurut Pasal I ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tatrun zO01.,

Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang

diangkat oleh pengadilan untuk mengunrs dan membereskan harta

debitor pailit di bawatr pengawasan llakim Pengawas sesuai dengan

Undang-Undang No. 37 Tahun 200/..
Ad.4.Pengadilan

Menunrt ayat (7) dari Pasal I Undang-Undang No. 37 Thhun 2C[/,,
Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Ad.5. HakimPengawas
MenunrtPasal t ayat (8) Undang-UndangNo. 3TThhrm 20(X, Ilakim
Pengawas adalatr hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam punnan

pailit atau putusan penunjukkan kewajiban pembayaran hutang.

Ad.6. PanitiaKreditor
Panitia l(reditorini dibentuk oleh pengadilan, terdiri dari 3 (tiga) orang

yang dipilih dari laeditor, tujuannya adalatr untuk memberikan nasehat

kepadakreditor.

2. PersyaratanKepailitan
Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan, apabila persyaratan

sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang
No. 37 Tahun 2004 terpenuhi.

1.

l.
2.

3.

4.

5.

6.
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Menurut Pasal tersebut Debitor yang mempunyai dua atau lebih
Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditomya
Dari ketentuan Pasal 2 ayat(l) tersebut dapat diketahui adanya

duapersyaratan:
1. Debitortersebutmempunyai duaatau lebih kreditor, dan

2. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telahjatuh
waktu dan dapat ditagih.

Adapun mereka yang dapat dinyatakan pailit:
l. Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah

menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit
tersebut diajukan oleh "debitorperorangan yang telah menikah", maka
permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau

isterinya, kecuali antar suami dan isterinya, kecuali antara suami dan

isteri tersebut tidak ada percampuran harta.T

2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak
berbadan hukum lainnya: permohonan pemyataan pailit terhadap'Erma"
haru memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang

secara tanggung renteng terikat untuk seltrnrh utang firma.8

3. "Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun
yayasan yang berbadan hukum". Dalam hal ini berlaku ketentuan
mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur
dalam anggaran dasarnya, dan

4. "Hartapeninggalan'e

Pihak-Pihak yang Berwenang Memohonkan Pailit Debitor
Adapun pihak-pihak yang dapat memohonkan pailit debitor adalah:

Debitor sendiri atau atas permohonan salah satu atau lebih dari
kreditornya (Pasal 2 ayat (l) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
Jaksa demi untuk kepentingan umum @asal 2 ayat (2)Undang-Undang
No. 37 Tahun 2OO4).

Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank (Pasal2 ayat (3)
Undang-Undang No. 37 Tahun zO04').

1 lbid,hal.16
8 tbid.
e tbid.

3.

1.

3.
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4. Badan Pengawas PasarModal apabila debitornya adalah perusahaan

efeh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penylmpanan

dan penyelesaian.

5. "Menteri Keuangan" dalam hal debitornya perusahaan asuransi,

perusatraan reasuransi, dana pension, Badan Usaha Mlik Negara yang

bergerak di bidang kepentingan publik.

4. Pengadilan yangBerwenang Memeriksa danMemuhs Kepailitan

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun dari rumusan

ketentuan Pasal 2 dapat diketahui bahwa setiap permohonan pernyataan

pailit hanrs diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah

tempat kedudukan hukum debitor. Dengan kata lain yang dimaksud

pengadilan menurut ketentuan Pasal I ay at (7\ Undang-Undang No. 37

Tahun 2004 adalatr Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan umum.

IIal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat:

l. Putusan Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan

dan atau diahu dalam undnag-undang ini, diputuskan oleh pengadilan

yangilaerahhukumn;ame\\put\ilaerah\empatke(u{ukarrhukunr
debitor,

2. Dalam hal debitortelah rneninggalkan wilayatr Reptrbliklndonesia maka

pengadilan yang benvenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan hularm terakhir dari debitor,

3. Dalam hal Debitor adalah perseroan suatu firma, maka pengadilan yang

benvenang adalatr pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat

kedudukan hukum fi rma tersebut.

4. Dalam hal Debitor tidakbertempat kedudukan dalam wilayah Republik

Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah
Republik Indonesi4 maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor
Debitor menjalankan profesi usahanya di wilayah Republik Indonesia.

5. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka pengadilan yang

benvenang adalah pengadilan dimana badan tersebut memiliki kedudukan

hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasamya.

5. Jangka Waktu Proses Peradilan
Menurut ayat (2) dari Pasal 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004,

pemanggilan debitor dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat

paling lamb at7 haisebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
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Menurut ayat (5) putusan pengadilan atas permohonan pernyataan

pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan

pernyataan pailit didaftarkan menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 37

Tahun 2O(X.

Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan olehjuru sita dengan

surat kilat tercatat kepada debitor pihak yang mengajukan permohonan

pemyataan pailit, kuratordan hakimpengawas paling lambat 3 hari setelah

tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Apabila
terdapat ;putusan Pengadilan Niaga diajukan kasasi ke Mahkamah Agung,
menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan

kasasi diajukan dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang

telah memutus permohonan pemyataan pailit.
Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sidang

pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah

tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ayat (3) dari

Pasal 13 Undang-Undang No. 37 Tiahun 2004-putusan atas permohonan

kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan

kasasi diterima oleh MahkamahAgung. Ayat (6) Panitem pada Mahkamah

Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi pada Panitera
Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas

permohonan kasasi diucapkan.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

terhadap putusan atas pemyataan permohonan pailit yang telah mempunyai

kekuatan tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke MahkamahAgung.
Hal ini apabila ada bukti banr, yaitu alat bukti yang nrcnjadi kunci penyelesaian

perkara yang belum pemah diajukan pada pemeriksaan sidang terdahulu.

6. Analisis KetenhranPasal2Ayat(5)Undang-UndangNo. 37Thhun2(M
MenurutPasal2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Thhun 2004 dalam

hal debitor adalah perusah aan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pen sion,
atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik,
permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Kata "dapat" berarti Menteri Keuangan berhakuntuk menggunakan
hak/ wewenang untuk memohonkan pailit perusahaan asuransi akan tetapi juga
dapat tidak men ggunakan haknya. Menurut penuli s tidak men utup pihak lain
untuk memohonkan pailit pada perusahaan asuransi yaitu debitor sendiri, para

kreditor (Pasal 2 ayat(l) Undang-UndangNo. 37 Thhun 2004) bahkan jaksa

sebagaiman ayangdiatur dalam ayat (2) dari Pasal 2 undang-undang tersebut.
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Akan tetapi menjadi berbeda apabila ketentuan pasal tersebut
dihubungkan dengan penjelasan Pas al2 ayat(5) tersebut. Menurut penjelasan

pada Pasal 2 ayat (5) yang merupakan penafsiran resmi oleh pembentuk undang-

undang bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pemyataan pailit
bagi perusahaan irsuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada
Menteri Keuangan.

Dari penjelasan ini yang merupakan autentik interpretasi dapat
disimpulkanbahwapihakdebinn,parakreditor,danjaksasebagaimanaditentukan
di dalam Pasal 2 ayat (l) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 20M tidak
dapat lagi rnenggunakan wewenangnyauntuk memohonkan pailit pada perusahaan

asuransi, wewenang tersebut hanya ada pada pihak Menteri Keuangan.

Menurut penulis, adanya rumusan kata dapat di dalam Pasal2 ayat
(5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2OO4 yang kontradiktif dengan
penyelesaiannya yaitu yang secara tegas menyatakan bahwa kewenangan untuk
mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau

perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan mengandung
ketidakpastianhukum,haliniakandapatmenimbulkankebingunganparapraktisi
hukum dalam menyikapi ketentuan yang tidak harmonis.

7. Akibat Hukum Kewenangan Menteri Keuangan Memohonkan Pailit
Ibrhadap Perusahaan Asuransi

Akibat tidak ada harmonisasi antara rumusan Pasal 2 ayat (5) Undang-
Undang No. 37 Tahun 2AO4 akan menimbulkan permasalahan terhadap
penerapulnnya. Apabila berpijak pada rumusan Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan

bahwa dalam hal debitor adalah perusah:um asuransi, perusahaan reasuransi,

dana pension, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik,
permohonan pemyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Menurut penulis kata "dapat'' berarti perihal permohonan pailit terhadap

perusahaan asuransi tidak semata-mata hanya ada pada Menteri Keuangan.
Menteri dalam hal ini dapat menggunakan wewenangnya atau tidak. Dalam hal
demikian secara yuridis membuka wewenang debitor, kreditor-kreditor maupun
jaksa sebagai pihak yang berhak untuk memohonkan pailit bagi debitor.

Adanya ketentuan yang demikian, maka dalam praktek terjadi
permohonan pailit terhadap perusahaan oleh Asuransi Manulife yang dikenal
dengan kasus Prudential. Permohonan pailit oleh kreditorManulife Insurance
dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Landasan hukum dari hakim untuk
mengabulkan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut adalah
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Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 20M yang menyatakan debitor
yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan

putusan pengadilan, baik atas permohoilannya sendiri maupun atas permohonan

satu atau lebih kreditomya.

Hanya ditingkat kasasi putusan Pengadilan Niaga yang menyampaikan

PT. Asuransi Manulife Prudential dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Adapun
yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung diantaranya Pengadilan

Niaga salah menerapkan hukum. Landasan dari MahkamahAgung adalah
penjelasan Pxal2 ayat(S) bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan

pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi

sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.
Menurut penulis memang benar bahwa penjelasan yang merupakan

penafsiran resmi mengikat semua pihak, maka penerapan Pasal? ayat (5)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tanpa menghubungkan dengan
penjelasannya adalah tidak benar. Sementara ada praktisi dalam kasus Pnrdential
yang berpendapat bahwa memailitkan PT. Prudential yang secara manajemen
keuangan adalah sehatadalahtidakbenar. Sebagai akibatdmiputusanPengadilan
Niaga yang memailitkan PTAsuransi Manulife Prudential adalah banyak, yaitu:

l. Parapemegangpolis,
2. Parakaryawan, ini semuaakan jadi korban.

Mahkamah Agung melalui keputusannya berpendapat dengan tidak
men gikutkan Menteri Keuangan dalam permohonan pailit adalah tidak benar,

sebab Menteri Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk
permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi. Adapun pihak sebagaimana

yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (l) Undang-Undang No. 37 Tahw2004
apabila diberi hak untuk memohon pailit, maka tentunya tidak akan memikirkan
dampaknya yang luas akibat pailitnya perusahaan asuransi.

Dengan demikian adanya kewenangan dari Menteri Keuangan sebagai

pihak yang mempunyai kewenangan sepenuhnya sebagai pihak untuk
memohonkan pailit perusahaan asuransi, sangat sulit perusahaan asuransi untuk
dipailitkan. Hal ini karena Menteri Keuangan juga pihak yang memberikan izin
pendirian perusahaan asuransi, tentu saja mempunyai kepentingan yang intinya
agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau
perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko sekaligus lembaga
pengelol a dana masyarakat meningkat.
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C. Penuhrp
Dari uraian pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

adanya kewenangan dari Menteri Keuangan yang berwenang untuk
memohonkan pailit sebagaimana yang telah ditentukan dalam penjelasan Pasal

5 ayat (5) Undanng-Undang No. 37 Tahun 2OO4, maka dengan demikian
menutup hak atau wewenang dari debitor dan kreditor, demikian juga jaksa
sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat(l) dan (2).

D samping itu, akibat hukumnya dari kewenangan Menteri Keuangan
tidak akan mudah memailitkanperusahaan asuransi karenadampaknya sangat _.

begitu luas akan terjadi kortan, khususnya pada pihak pemegang polis ataupun
para karyawan dari pemegang asuransi.

Selain daripada itu, memailitkan suatu perusahaan asuransi akan
menghilangka kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi. Dengan
demikian masyarakat tidak akan mudah menjadi nasabah perusahaan asuransi.
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